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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

  Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adapun Penerapan sanksi pidana  263 Jo Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait Pemalsuan Tanda Tangan Pada 

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Dengan Nomor 37/PID.B/2012/PN 

GTLO yakni terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam 

dakwaan tersebut. Majelis hakim memandang pertimbangan tersebut 

sekaligus telah mempertimbangkan pembelaan penasehat hukum terdakwa 

sehingga pembelaan terdakwa tersebut dikesampingkan. Oleh karena 

terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebani untuk 

membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan 

dan terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan.  

2. Kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi 

pelaku pemalsuan tanda tangan pada putusan Pengadilan Negeri Gorontalo 

Dengan Nomor 37/PID.B/2012/PN GTLO yakni sebagai berikut : 

a. Kendala Internal 

Pada dasarnya kendala internal merupakan kendala yang 

mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, 

kemanfaatan dan keadilan yang datangnya dari dalam diri, dan 
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berkaitan dengan sumberdaya manusia (SDM) hakim itu sendiri 

yakni sevagai berikut : 

1. Pengangkatan Hakim 

2. Pendidikan Hakim 

3. Penguasaan Terhadap Ilmu Hukum 

4. Moral Hakim 

5. Kesejahteraan Hakim 

b. Kendala eksternal 

Kendala yang mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian 

hukum, keadilan dan kemanfaatan yang datangnya dari luar diri 

hakim itu sendiri. 

1. Kemandirian kekuasaan kehakiman 

2. Pembentuk Undang-Undang 

3. Sistem Peradilan yang Berlaku 

4. Partisipasi Masyarakat 

5. Sistem Pengawasan Hakim 

5.2  Saran 

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada masyarakat, apabila terjadi tindak pidana pemalsuan 

tanda tangan, agar sesegara mungkin melaporkan peristiwa tersebut 

kepada pihak berwenang dalam hal ini Kepolisian, dikarenakan hal 

tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat besar yang dapat 

mengalihkan suatu hak seseorang kepada orang lain.  
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2.  Dalam proses penyidikan hendaknya penyidik/penyidik pembantu 

bertindak bijaksana dan proposional, cermat dan cepat agar korban 

merasa terlindungi, terayomi dan terlayani dengan baik apabila mereka 

melaporkan telah terjadi tindak pidana, khususnya tindak pidana 

pemalsuan tanda tangan.  
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